BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/218 /KUM/2023
TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, perlu melaksanakan Penegerian
Lembaga Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak
Usia Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
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Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1668);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 654);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 38);
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 38);
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun
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2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 24)

Memperhatikan: Berita Acara Verifikasi Usulan Penegerian Taman Kanak-
Kanak Nomor 400.3.2/2652/Disdikbud tanggal 8 September

2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman
Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Kedudukan, tugas, fungsi, susunan rrganisasi dan tata kerja
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2023

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/ 218, /KUM/2023
TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN

KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No | Nama Lembaga Nama SK Pendirian NPSN
Sebelumnya Lembaga
Sekarang
1. | TK Pertiwi 1 TK Negeri 1 KEP.2450/115.6F/ 30313078
Kandangan DS/1996
2. |TK Fajar Harapan | TK Negeri 2 144 TAHUN 2015 69902560
Kandangan
3. | TK Pertiwi XI TK Negeri 1 10/ANG-TP/X1/1996 | 30313085
Angkinang
4. | TK Kasih Ibu TK Negeri 1 KEP.031/115.6f/DS/ | 30313037
Telaga Langsat | 19
5. | TK Anggrek TK Negeri 1 421.1/003/PAN- 30312987
Daha Utara PEM/TK-AGR/DU
6. | TK Kembang Indah | TK Negeri 2 421.1/004-PAN- 30313039
Daha Utara

TK.KI/DU




PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Julan Pangeran Antasari No. | KANDANGAN 71211
Telepon OR11 5010 534 « e-mail ¢ dispmptsp.hss@gmail.com
website : www.dpmptsp.hulusun ullulnn.:.i

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 142 TAHUN 2023
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI | KANDANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Membaca

Menimbang _ :

Mengingat

a.

a.

Surat Permohonan dari sdr (i) WINDA, S.Pd Nomor : 421/ /TK
- NI/XII/2023 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN
KANAK - KANAK NEGERI 1 KANDANGAN.

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Hulu Sungai Sclatan Nomor 800.1.11/3883 - Disdikbud Tanggal

20 Desember 2023 Perihal Rekomendasi.

bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin

penyelenggaraan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kescjahteraan

Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Prasekolah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Rativikasi Konvensi Hak-Hak Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
PAUD dan Dikmas;

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
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13.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor
72);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha,
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU :  Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1
KANDANGAN
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : Jl. Pemuda RT. 18 Kel. Kandangan
Kota
Kecamatan : Kandangan
Penyelenggara/Pengelola : WINDA, S.Pd
KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku
selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 Desember
2026.
KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan

mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum
_ masa izin operasional ini berlaku habis.

KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan
laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan up. Kepala Bidang PAUDNI

KELIMA : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan
merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang
bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak
menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KETUJUH ¢ Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila
ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

'Kandangan, 20 Desember 2023
KEPALA DINAS,
O e,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006
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